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Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
74 ayal (9) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagimana beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati
dan Wali Kota menjadi Undang-undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2Ol7 tentarrg Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat
Tahun 2020.
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OL5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 128, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemiiihan Gubernur dan Wakii
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danlatau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2A2O tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2OI9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danlatau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakii
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 1059);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun
2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan (Jmum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum KabupatenlKota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O),
sebagaimana telah diubah Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
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Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2OL);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun
2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau
wali Kota dan wakil wali Kota Serentak Laniutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona vints
Disease 2019 (Couid-19), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2O2O

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Wali
Kota dan wakil wali Kota serentak Laniutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona virus Disease

2O1g (Couid-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

258 I PL.O2-Kptl Ol I KPU lVl I 2O2O tentang Penetapan
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau
walikota dan wakil walikota Serentak Lanjutan
Tahun 2O2O;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Paiaman Barat Nomor 82 lHK.O3 ' 1 -Kpt/ I3l2 IKPU -

KablVIl2O2O tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Paiaman Barat Nomor I 12 I HK'O3 ' l-Kpt/ 7312 IKPU -

KablXl2OLg tentang Pedoman Teknis Tahapan,
program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bup=ati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun
2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

123 lPL.02.3-Kpt/ 13 L2 I KPU -Kab I IXI 2O2O tentang
Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun
2020;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

126 lPL.O2.3-Kpt/ 13 12 IKPU -Kab llxl 2O2O tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pasaman Barat Tahun 2O2O;

1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat dengan Pimpinan Partai
Politik Pengusung, LO Pasangan Calon tentang
Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun
2O2O pada tanggal 29 September tahun 2O2O;

Memperhatikan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat pada tanggal 29 September 2O2O.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O.

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Barat Tahun 2O2O.

Jumlah Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
sebagai mana pada Diktum KESATU adalah sebesar
Rp IL216.834.000 (Sebelas Miligar Dua Ratus Enam
Belas Juta Delapan Ratus Tiga htluh Empat Ribu
Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon dalam
pelaksanaan Metode Kampanye :

a. Pertemuan terbatas;
b. Pertemuan tatap muka dan Dialog;
c. Pembuatan bahan Kampanye;
d. Jasa Manajemen/Konsultasi;
e. Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh

Pasangan Calon;
f. Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan

Calon.

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA diatas, melanggar ketentuan pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa
pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 September 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ALHARIS
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